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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR: 57 TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LPDM)

TAHUN 2009

BUPATI BANTUL, 

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa dalam rangka memperkuat kemampuan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dalam mengelola distribusi hasil panen petani khususnya gabah/beras dan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat secara berkelanjutan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang nyata dan konkrit diantaranya melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM);



	
	b. 
	bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/Kpts/OT.140/K/02/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) menyebutkan Gubernur menetapkan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Penguatan LPDM; 



	
	c. 
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) Tahun 2009; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

 

	
	4. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 



	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 



	
	6. 
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 



	
	7. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul; 



	Memperhatikan : 
	 
	Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/Kpts/OT.140/K/02/2009 tentang Pedoman Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 9LPDM) Tahun 2009; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	  :
	

	KESATU 
	: 
	Menunjuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) Tahun 2009.



	KEDUA 
	: 
	Tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebagaimana dimkasud Diktum KESATU adalah : 

a. menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Lembaga Distribusi Pangan LPDM Tahun 2009;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) dengan berbagai program kegiatan lintas sektor di tingkat kabupaten guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Tim Teknis di tingkat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pengembangan LPDM;

d. menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Disribusi Pangan Masyarakat (LPDM);

e. menetapkan petugas pendamping LPDM sebagai pelaksana pembinaan dan pengawalan Gapoktan;

f. sosialisasi, pemanfaatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM).



	KETIGA
	 : 
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KEEMPAT
	: 
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dibantu oleh Tim Teknis Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Bantul.



	KELIMA 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.



	KEENAM 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. 

1. Kepala BidangKetahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi DIY;

2. Kepala Bawasda Provinsi DIY;

3. Kepala Bappeda Provinsi DIY;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;

6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR               TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN PERINTAH PEMBAYARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa agar dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Keputusan Bupati; 



	
	b. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun 2009; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan; 



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 



	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

 

	
	8. 
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 



	
	9. 
	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;



	
	10. 
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 



	
	11. 
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 04 /Permentan / OT.140 /1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009; 



	
	12.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang 



	
	13. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul; 



	Memperhatikan: 
	1. 
	Pedoman Teknis Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2009; 



	
	2. 
	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0659.0/018-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA 
	: 
	Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut : 

	
	
	a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

f. bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

g. mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan; dan

h. membuat laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 



	KETIGA 
	: 
	Tugas Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran adalah sebagai berikut : 

a. menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

c. menguji kebenaran atas hak tagihan yang menyangkut antara lain: 

· pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran  (nama orang/perusahaan, alamat nomor rekening dan nama bank);

· nilai tagihan yang harus dibayar ( kesesuaian akan kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spefikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan; dan

· jadual waktu pembayaran ( kesesuaian dengan jadual penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/ atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran. 

d. menguji pencapaian tujuan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spefikasi teknis yang telah ditetapkan;

e. menguji kemungkinan adanya pemborosan ( in efisiensi);

f. menguji apakah surat-surat serta data pendukung telah memenuhi persyaratan yaitu dari segi ketelitian, ketepatan penjumlahan, pengurangan dan perkalian;

g. mengkonsep dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.



	KEEMPAT 
	: 
	Tugas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : 

	
	
	a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

b. menguji pencapaian tujuan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan / atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak dipenuhi;

e. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;

f. apabila terbukti melakukan penyimpanan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan diancam pidana penjara denda dan tuntutan ganti rugi; dan

g. dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh 2 orang staf bendahara. 



	KELIMA 
	: 
	Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

a. membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan tagihan atas beban APBN di unit kerjanya sesuai kewenangan yang diberikan berupa :

· keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait;

· keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dan lainnya;

· keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan pejabat/panitia pengadaan dan pemeriksaan barang/jasa keputusan penetapan penyediaan barang/jasa, kontrak/perjanjian/SPK; dan

b. bertindak sebagai atasan langsung PMUK. 



	KEENAM 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 



	KETUJUH 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 April 2009. 


Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;

2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

8. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

9. Yang bersangktutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TANGGAL

PENGELOLA ANGGARANKEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM DINAS
	JABATAN DALAM TIM
	NAMA

	1. 
	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 
	Kuasa Pengguna Anggaran 
	  Ir. Edy Suhariyanta, MMA

NIP. 196209041989031005

	2. 
	Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul 
	1. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran 
	Ir. P. Indarto, MMA 

NIP. 195504081990031001

	
	
	2. Bendahara Pengeluaran 
	Sudaryati, STP

NIP. 195701081990032001

	
	
	3. Pejabat Pembuat Komitmen 
	Ir. Nurhadi, MP

NIP. 195696021986031005

	
	
	
	


BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI










